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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan
yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dari suatu pekerjaan, jasa, dan
kegiatan. Pemotongan Pajak Penghasilan dapat disebut sebagai with holding taxes
system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti
Resmi, 2014:11). Berdasarkan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang — Undang PPh) Pasal 21 ayat (1) huruf a
bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Jenis penghasilan yang dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 salah satunya
yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur
maupun tidak teratur. Selain penghasilan berupa upah atau gaji yang diterima secara
teratur oleh pegawai tetap dalam suatu perusahaan, bonus dapat menjadi salah satu

penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi
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kepada pegawai tetap dan menjadi motivasi pegawai tetap dalam menyelesaikan
pekerjaan selain mendapatkan tunjangan transportasi dan kesehatan. Bonus yang
didapatkan oleh pegawai tetap telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER — 16/PJ/2016 Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa penghasilan
pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap
selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau
periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
Kewajiban pemotongan yang dilakukan perusahaan terhadap gaji dan
bonus pegawai tetap berkaitan erat dengan cara perhitungan PPh Pasal 21 yang akan
dipotong, disetorkan, dan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak. Dalam
praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan benar dan masih
ditemukan ketidakbenaran yang dilakukan oleh sebagian pemberi kerja di
Indonesia. Cara perhitungan PPh Pasal 21 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
subjektif dan objektif masing-masing pegawai tetap di perusahaan. Faktor-faktor
tersebut meliputi kepemilikan NPWP yang telah diatur jelas dalam Pasal 2 UU
KUP, status PTKP sesuai peraturan terakhir yaitu PMK Nomor
101/PMK.010/2016, masa kerja, tunjangan, bonus, dan sebagainya. Masalah yang
diakibatkan oleh kesalahan internal (human error) perusahaan dalam perhitungan
PPh Pasal 21 yang dipotong terhadap penghasilan pegawai tetap tentu akan

memiliki dampak untuk perusahaan dikemudian hari.
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Kasus yang terjadi berikut ini dialami oleh perusahaan yang berdomisili di
Surabaya yaitu PT X. Perusahaan tersebut selaku pemberi kerja memiliki kendala
dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Kendala tersebut terletak pada saat
perusahaan memberikan bonus kepada karyawan tetap dengan besaran lima kali
lipat melebihi gaji pokok dalam bulan tertentu, selain itu didalam perhitungannya
juga terdapat kesalahan persepsi mengenai BPJS Kesehatan. Perhitungan pajak
yang dipotong atas gaji dan bonus beberapa karyawan tersebut dapat dikatakan
belum sesuai. Kesalahan perusahaan diakibatkan karena pedoman perhitungan
Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus beberapa karyawan yang digunakan
PT X tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang
pribadi. Kesalahan perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap PT X
dapat mengakibatkan nominal pajak didalam Bukti Potong 1721 PPh Pasal 21 tidak
benar. Perlakuan perpajakan atas kesalahan perhitungan yang dilakukan PT X
tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi akibat menyampaikan SPT tetapi
isinya tidak benar yang telah diatur didalam UU KUP. Berdasarkan penjelasan
didalam latar belakang tentang kesalahan perhitungan Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 pada PT X, penulis membuat judul untuk bahan menuyusun
Laporan Tugas Akhir dengan pembahasan tentang “IMPLEMENTASI TATA
CARA PERHITUNGAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN PPH

PASAL 21 KARYAWAN PT X”.
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1.2 Tinjauan Pustaka

Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh penulis meliputi teori-teori yang
berkaitan dengan aspek perpajakan terkait PPh Pasal 21. Dalam hal ini berhubungan
dengan PT X selaku pemberi kerja. Penulisan ini sebagai acuan penulis untuk
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dalam mencari data, sumber hukum, dan
sebagainya, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

masih berlaku.

1.2.1  Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Menurut Waluyo (2011 : 201) PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Hidayat (2018 : 205) PPh Pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan
terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan

dan kegiatan orang pribadi tersebut.
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1.2.1.1 Pihak Pemotong PPh Pasal 21
Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan
termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban melakukan
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor
PER — 16/PJ/2016 Pasal 2 adalah:
a. pemberi kerja yang terdiri dari:
1) orang pribadi;
2) badan; atau
3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau
seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan, atau unit tersebut.

b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau
pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga
negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang
membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-
badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari

tua atau jaminan hari tua;
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d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar:

1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan
status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya
sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan
status Subjek Pajak luar negeri;

3) honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan
dan pelatihan, serta pegawai magang;

e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional dan internasional, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi
berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 selaku pemberi kerja dan membayar
penghasilan kepada pegawai tetap, memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Hak-hak pemotong PPh Pasal 21,

1) Pemotong pajak berhak  mengajukan  permohonan  untuk
memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

(SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-
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lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan
menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai
surat pernyataan penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang
dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang
terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

2) Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak dan
permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

3) Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21
untuk diperhitungkan pada waktu perhitungan tahunan, dan sisa
kelebihan dapat diperhitungkan untuk bulan-bulan berikutnya.

b. Kewajiban pemotong PPh Pasal 21,

1) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan
Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

2) Pemotong pajak dapat mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh
Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim selambat-
lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.

4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun
nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor
Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua

puluh) bulan takwim berikutnya.
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5) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
kepada pegawai tetap maupun kepada orang pribadi bukan pegawai
tetap, penerima uang pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima
uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

1.2.1.2 Pihak yang dipotong PPh Pasal 21
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER — 16/PJ/2016 Pasal 3
yang menjelaskan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan Orang Pribadi yang termasuk sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah,
sebagai berikut:
a. Pegawai;
b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari
tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pemberian jasa, meliputi:

1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris;

2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya;

3) olahragawan;
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4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5) pengarang, peneliti, dan penerjemabh;

6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan
sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7) agen iklan;

8) pengawas atau pengelola proyek;

9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;

10) petugas penjaja barang dagangan;

11) petugas dinas luar asuransi; dan/atau

12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya;

d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap
sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e. mantan pegawai; dan/atau

f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah
raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
lainnya;

2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
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3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara
kegiatan tertentu;

4) peserta pendidikan dan pelatihan;

5) peserta kegiatan lainnya.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 selaku
pegawai tetap, sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu pekerjaan
maupun kegiatan, memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

a. Menyerahkan surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan kepada
pemotong PPh Pasal 21.

b. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima
penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

c. Penerima penghasilan wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21
kepada: pemotong pajak kantor cabang baru jika dipindahtugaskan, kepala
pemotong pajak tempat kerja baru jika pindah kerja, dan pemotong pajak dana
pensiun ketika yang bersangkutan menerima pensiun.

1.2.1.3 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 sesuali
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah:

a. penghasilan yang diterima atau diperolen Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
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c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua,
atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang
dibayarkan secara bulanan;

e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang
diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan
lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
atau

I. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun
yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
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1.2.2  Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 Pasal 9
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, orang
pribadi. Dasar pengenaan dan pemtongan PPh Paal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:

1) Pegawai Tetap;

2) penerima pensiun berkala;

3) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau
jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan
kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah); dan

4) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yang
menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh
ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah
borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu)
bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
rupiah);

c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ yang menerima

imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI TATA CARA... ABDURROZAK SHOFAWI



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
13

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain
penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.
1.2.2.1 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif, yaitu besaran tarif yang ditentukan
berdasarkan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang diterima Wajib Pajak setiap
tahunnya. Besaran tariff progresif PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 17 Undang —

Undang Nomor 36 Tahun 2008 (PPh Pasal 21) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tarif Progresif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
(Persentase)
Penghasilan Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25%
Di atas Rp 500.000.000 30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan
1.2.2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang terhadap
penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dalam penghitungan
penghasilan kena pajak. Besarnya PTKP per tahun diatur dalam PMK Nomor

101/PMK.010/20186, yaitu sebagai berikut:
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a. Rp54.000.000 untuk WP dan Rp 54.000.000 jika penghasilan istri digabung.
b. Rp 4.500.000 sebagai tambahan untuk WP yang berstatus kawin.
c. Rp 4.500.000 sebagai tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi

tanggungan, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 1.2

Penghasilan Tidak Kena Pajak Orang Pribadi PPh Pasal 21

Status

.. . Penghasilan Tidak Kena Pajak
Wajib Pajak

PTKP Laki-Laki/ Prempuan Lajang

TK/0 Rp 54.000.000 (Status Tidak Kawin dan Tanggungan 0)
TK/1 Rp 58.500.000 (Status Tidak Kawin dan Tanggungan 1)
TK/2 Rp 63.000.000 (Status Tidak Kawin dan Tanggungan 2)
TK/3 Rp 67.500.000 (Status Tidak Kawin dan Tanggungan 3)

PTKP Laki-Laki Kawin

K/0 Rp 58.500.000 (Status Kawin dan Tanggungan 0)
K/1 Rp 63.000.000 (Status Kawin dan Tanggungan 1)
K/2 Rp 67.500.000 (Status Kawin dan Tanggungan 2)
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K/3 Rp 72.000.000 (Status Kawin dan Tanggungan 3)

PTKP Suami dan Istri Digabung

K/1/0 Rp 112.500.000 (Status Suami dan Istri Tanggungan 0)
K//1 Rp 117.000.000 (Status Suami dan Istri Tanggungan 1)
K//2 Rp 121.500.000 (Status Suami dan Istri Tanggungan 2)
K//3 Rp 126.000.000 (Status Suami dan Istri Tanggungan 3)

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016
Bagi penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
yang tidak meiliki NPWP, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang memiliki NPWP. Maka dari itu jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong
adalah sebebsar 120% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya
dipotong dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP. Teori ini berlaku untuk
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat tidak final. Selain itu dalam
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus memperhatikan saat terutang PPh
Pasal 21, sebagai berikut:
a. PPh Pasal 21 terutang bagi penerima penghasilan pada saat pembayaran atau
pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
b. PPh Pasal 21 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak

yang bersangkutan.
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c. Saat terutang untuk setiap Masa Pajak adalah akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang
bersangkutan..

1.2.2.3 Skema perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap

Berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dan lampiran Peraturan Dirjen Pajak
Nomor PER — 16/PJ/2016, tercantum tata cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk
pegawai tetap yang menerima penghasilan, meliputi:

a. Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur;

1) Menghitung seluruh penghasilan burto yang diterima atau diperoleh
pegawai tetap selama sebulan bekerja, meliputi gaji dan segala jenis
tunjangan maupun pembayaran yang bersifat teratur.

2) Dalam menghitung PPh Pasal 21 perusahaan sebagai pemberi
penghasilan seperti BPJS Ketenagakerjaan, Jaminana Kecelakaan
Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK), dan lain sebagainya,
digabungkan kedalam penghasilan bruto setiap pegawai tetap.

3) Selanjutnya dihitung jumlah dari penghasilan neto sebulan yang
diterima, dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan
biaya jabatan dan iuran-iuran yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap.
Hal lain yang tidak tercantum dalam poin 3, dijelaskan lebih lanjut
didalam Peraturan Menteri Keuangan.

4) Setelah itu penghasilan neto per bulan dikalikan 12 untuk mencari

penghasilan neto per tahun.
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5) Dihitung Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan neto per tahun
dikurangi PTKP dan;
6) Memperhitungkan PPh Pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh
per tahun dan dapat dibagi menjadi per bulan dengan membagi 12.
b. Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan tidak teratur;
Apabila kepada pegawai tetap diberikan Tunjangan Hari Raya
(THR), Bonus, dan sebagainya, yang sifatnya tidak teratur dan biasanya
dibayarkan satu kali dalam setahun, maka PPh Pasal 21 yang dihitung dan
dipotong, dengan cara, sebagai berikut:
1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan
ditambah dengan penghasilan tidak teratur, seperti THR dan Bonus.
2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dalam setahun tanpa
tambahan penghasilan, seperti THR dan Bonus.
3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan i dan ii adalah PPh
Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur, seperti THR dan Bonus.
1.2.3  Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka setiap wajib pajak perlu
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Setiap Wajib pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

dengan benar, lengkap, dan jelas.
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2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditandatangani oleh
Wajib pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak yang dibuktikan
dengan Surat Kuasa Khusus yang dilampirkan.

3. SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak
tercantum tanda tangan atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen pendukung.

4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat 20
hari setelah Masa Pajak berakhir kepada Direktoral Jenderal Pajak.

5. Pembayaran maupun penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan lewat tanggal
jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai tanggal
pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selain itu SPT
Masa PPh pasal 21 yang disampiakan setelah jangka waktu yang ditetapkan
akan dikenai sanksi adminsitrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disusun oleh penulis, maka rumusan
masalah yang menjadi pembahasan penulis adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana implemantasi pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT X terhadap
penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima karyawan tetap?
b. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan olen PT X jika ditemukan

kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap?
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1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis adalah
sebagai berikut:
a. Mengetahui perbedaan dasar dalam skema perhitungan PPh Pasal 21
antara penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur karyawan tetap.
b. Sebagai acuan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan masalah yang
terjadi terkait kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap.
1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Manfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis
adalah sebagai berikut:
a. Bagi Penulis
1) Sebagai pembelajaran dasar dalam menyusun Karya Tulis lImiah
sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir.
2) Meningkatkan skill dalam bidang perpajakan melalui studi kasus yang
terjadi di perusahaan dalam negeri sehubungan dengan Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur
pegawai tetap.
b. Bagi pihak Eksternal
1) Informasi dasar mengenai perpajakan terkait Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT X.
2) Mendapatkan refrensi berbagai kasus dalam bidang perpajakan yang

berbentuk Laporan Tugas Akhir.
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